
Objek Sengketa Administrasi 

Dokumen penguat : putusan_91_G_2023_PTUN_SMG. KEPALA DESA ASEMRUDUNG, 

Tempat kedudukan : Desa Asemrudung, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. 

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :  

TENTANG OBJEK SENGKETA.  

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah: SURAT KEPUTUSAN 

KEPALA DESA ASEMRUDUNG NOMOR: 960/X/2023 TERTANGGAL 3 OKTOBER 2023 

TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA ASEMRUDUNG ATAS NAMA SURAJI. 

 

Objek sengketa administrasi negara berupa keputusan administrasi yang bersifat konkret, 

individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu. Dalam 

perkembangannya, sengketa juga dapat timbul akibat tindakan faktual pejabat pemerintahan yang 

melanggar prinsip hukum administrasi. 

 Dasar Timbulnya Sengketa 

Sengketa administrasi negara timbul apabila tindakan atau keputusan administrasi: 

 1. Dikeluarkan tanpa kewenangan yang sah; 

 2. Tidak mengikuti prosedur yang ditentukan; 

 3. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); 

 4. Menimbulkan kerugian bagi warga negara atau badan hukum. 

D. Penyelesaian Sengketa Administrasi 

Penyelesaian sengketa administrasi dapat ditempuh melalui upaya administratif dan upaya 

peradilan. Upaya administratif dilakukan melalui keberatan atau banding administratif kepada 

atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Apabila upaya administratif tidak menyelesaikan 

sengketa, maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

E. Peran AUPB dalam Sengketa Administrasi 

AUPB berfungsi sebagai alat uji untuk menilai keabsahan keputusan atau tindakan administrasi 

negara dalam sengketa administrasi. Pelanggaran terhadap AUPB dapat menjadi dasar pembatalan 

keputusan administrasi oleh pengadilan. 

Kesimpulan 

Sengketa administrasi negara merupakan mekanisme hukum untuk menguji dan mengoreksi 

tindakan pemerintahan yang merugikan warga negara. Melalui hukum administrasi negara dan 



penerapan AUPB, sengketa administrasi berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. 


